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KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 

BUPATI LAMPUNG SELATAN,
 

Menimbang: a.	 bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Nomor I Tahuri 2015 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Nornor 1, 
Tarnbahan Lernbaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Nomor 1), dipandang perlu mengatur Rincian Tugas Jabatan 
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung 
Selalan; 

b.	 bahwa bcrdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud 
da la m huruf a, pcrlu mcrictapka n Peraturan Bupati teritang 
Rincian Tugas, .Iaba tari Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang­
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang 
Darurat Nornor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah 
Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1821 ); 

2.	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Kcuangan antara Pernerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
44381 ; 

3.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 teritang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 



4.	 Undang-Undang Nomor 5 Tah un 2014 lentang Aparatur Sipil 
Ncgara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

5.	 Undarig-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lernbaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tarnbahan Lcmbaran Negara RepubJik Indonesia 
Nomor 5587); 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ten tang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia T'ahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

7.	 Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 57 Tahun 2007 
te ntarig Pe tu njuk Teknis Periataan Organisasi Perangkat 
Daerah: 

8.	 Peraturan Daerah Kabupaten Larnpung SeJatan Nomor 06 
Tahun 2008 Pembentukan Organisasi dan Tala Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabu patcn Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2015, 
(Lernbaran Dacrah Kabupaten Larnpurig Selatan Tahun 2015 
Nomor 1, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan Nomor I). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan:	 PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS JABATAN, 
FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN 
TRANSMIGRASI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

I.	 Daerah adaJah Daerah Kabupaten Lampung SeJatan. 

2.	 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyeJenggara pernerintahan daerah 
Kabupaten Lampung Sclatan. 

3.	 B'upa t i adalah Bupati Lampung Selatan. 

4.	 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Lampung Sclatan 

5.	 Dinas adala h Dinas Tenaga Kerja dan Transrnigrasi 
Kabupatcn Larnpug Sciatan. 

6.	 Kcpa!a Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Kabupalen Larnpung Selatan. 

7.	 Unit Pelayanan Teknis yang selanjutnya disingkal UP'!' 
adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan. 

8.	 Jabatan Pungsional Umum yang selanjutnya disingkat JPU 
adalah Jabatan Fungsional Umum Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan. 
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BAB II
 
SUSUNAN ORGANISASI
 

Pasal 2
 

Susunan Organisasi Dinas Tcnaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai 
berikut : 
a. Kepala Dinas; 
b. 8ckrctariat, mcrnbawah i : 

1.	 Subbag Umum dan Kepegawaian; 
2.	 Subbag Perencanaan; dan 
3.	 Subag Keuangan. 

c. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahi : 
I.	 Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja ; 

2.	 Seksi Perluasan Kerja; dan 

3.	 Scksi Informasi dan Penernpatan Tenaga Kerja. 
d. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, membawahi : 

1.	 Seksi Syarat-Syarat Kerja dan Jamsostek; 
2.	 Seksi Hubungan Industrial; dan 
3.	 Seksi Penyelcsaian Perselisihan Hubungan Industrial. 

e. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahi : 

1.	 Seksi Norma Ketenagakerjaan; 

2.	 Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); dan 
3.	 Seksi Tata Laksana dan Pengembangan Pengawasan Ketenagakerjaan. 

f. Bidang Transmigrasi, membawahi ; 
1.	 Seksi Pengerahan dan Pendaftaran Seleksi; 
2.	 Seksi Pcmindahan dan Pcnempatan; dan 
3.	 Scksi Pcmukirnan dan Pernbinaan. 

g. Unit Pelaksana Teknis; dan 

h. Ke!ompok Jabatan Fungsional. 

BAB III
 
RINCIAN TUGAS JABATAN
 

Bagian Kesatu
 
KepaIa Dinas
 

PasaI 3
 

Tugas pokok Kepala Dinas adalah memimpin Dinas sesuai dengan tugas Pokok 
dan Fungsi Dinas melaksanakan pembinaan terhadap aparai ur agar 
pelaksanaan t ugas dapat bcrdaya-guna dan berhasil-guria, melaksanaka n 
kerja sarna dan koordinasi dcngan bidarig-bidang, instansi pemerintah dan 
organisasi lainnya , scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang beriaku untuk kelancaran tugas. 

Pasal 4 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 
rincian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut : 

a.	 mempersiapkan program dan kebijaksanaan teknis dibidang tenaga kerja 
dan transmigrasi dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas 
pokok, fungsi dan kewenangan dinas; 
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b.	 memimpin, membina mengoordinasikan, memantau dan mengendalikan 
pelaksanaan program dan kebijaksanaan teknis dibidang tenaga kerja dan 
transmigrasi agar sesuai pereneanaan yang telah ditentukan; 

e.	 mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Dinas Instansi terkait dalam 
l3idang Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar terjadi kesamaan persepsi dan 
kcsa tuan langkah dan gerak dalarn pclaksanaan pembangunan; 

d.	 mernpclaja ri pcru t ura.n pCI-undang-undangan yang bcrhubungan dengan 
icnaga kcrja dan rrnnsmigrnsi scbagai aeuan dalarn pelaksanaan tugas; 

c. membagi habis tugas Dinas dibidang tcknis dan administrasi kcpada 
bawahan, agar setiap aparatur yang berada dilingkungan Dina s 
mempunyai dan memahami beban tugas dan tanggung jawab masing­
masmg; 

f.	 memberi petunjuk teknis dan pengarahan serta bimbingan ke padu 
bawahan ten tang pelaksanaan tugas, un tuk menghindari terjadinya 
penyimpangan dalam pelaksanaan tugas; 

g.	 memberikan usulan dan pertimbangan kepada atasan ten tang langkah­
langkah dan kebijaksanaan yang akan diambil; 

h.	 menilai aktivitas, krcativitas dan produktivitas pelaksu naan tugas dari 
bawahan; 

I.	 membuat laporan kepada atasan sebagai masukan untuk dijadikan bahan 
pertimbangan lebih lanjut; dan 

J.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kelanearan pelaksanaan tugas. \ 

Bagian Kedua 
Sekretaris 

Pasal 5 

Tugas pokok Sckretaris adalah melakukan koordinasi penyusunan program 
dan reneana kerja Dinas dibidang pcngelolaan urusan umum, rumah tangga, 

sural menyurat, kepegawaian dan perlengkapan serta mengelola administrasi 
urusan keuangan Dinas, sesuai derigan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas, 

Pasal 6 

Untuk menyelcnggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5, 
rineian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut : 

a.	 melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang dalam rangka 
penyusunan program kerja Dinas sebagai pedoman penyusunan Anggaran 
PendapaLan dan Belanja Dinas, serta rencana kerja Sekretariat untuk 
dijadikan ba ha n acun n du la m pclaksa naan t.uga s; 

b.	 memimpin, mcngarahkan scrta mernantau bawahan dalam melaksanakan 
[Ligas dibidang kctatausahaan, agar dapat terlaksana program dan reneana 
kcrja yang telah disusun; 
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c.	 mengelola urusan umum, rumah tangga, administrasi surat-menyurat dan 
kearsipan, administrasi kepegawaian dan administrasi perlengkapan Dinas; 

d.	 mengelola administrasi kepegawaian Dinas yang meliputi usulan kenaikan 
pangkat, mutasi jabatan, kenaikan gaji berkala, proses pemberian surat 
cuti, usulan pensiun serta usulan pemberian sanksi maupun penghargaan 
pada pegawai dilingkungan Dinas; 

e.	 mengelola adrninistrasi keuangan Dinas yang meliputi penyusunan 
anggaran Dinas, pernbukuan, pertanggungjawaban serta penyusunan 
laporan keuangan Dinas; 

r.	 rnernpclajari pcraturan pcrundang-undangan yang berhubungan dengan 
Dinas scrta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 
kctatausahaan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas: 

g.	 membagi habis tugas pada Sekretariat kepada bawahan, agar setiap 
aparatur yang ada memahami tugas dan tanggungjawab masing-masing; 

h.	 rnenerima rnempelnjari laporan dan saran duri bawahan sebagai masukan 
unluk drjadi ka n bahan dularn mcnyuauu program dan rcnc.mu kerja 
sela nj ut nya ; 

1.	 mcrnnina dan mcrnberikun motivasi kepada bawahan agar rnarnpu 
mclaksanakan tugas sccara berdaya-guna dan berhasil-guna; 

j.	 mengevaluasi hasil kerja bawa han uniuk penyempurnaan hasil kerja lebih 
lanjut: 

k.	 rnelakukan kerja sarna dengan unit kerja yang ada dalarn pelaksanaan 
kegiatan Dinas guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

l.	 membuat laporan kepada Kepala Dinas sebagai pertanggungjawaban ke rja 
dan rnasukan urituk dijadikan bahan dalam menyusun program dan 
rcrica na kerja Dinas lebih lanjut; dan 

m.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang d iberikan oleh a tasa n unt uk 
kelancaran pelaksanaan tugas, 

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Pasal7 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah 
melaksanakan sebagian tugas sekretariat dibidang surat-menyurat, kearsipan, 
perbekalan, peralatan dan perawatan, kepegawaian, hubungan masyarakat, 
dokurnentasi, keamanan dan ketertiban dalam lingkungan dinas, 
keolahragaan, ketatalaksanaan, urusan rumah tangga lainnya. 

Pasa18 

Untuk rneyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, 
rincian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai 
berikut: 

a.	 mclak u ka n sinkronisasi dan korclasi kcrja dengan unit kcrja lain nya 
dilingkungan Sekretariat, dalam rangka penyusunan program kerja Sub 
Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan 
tugas; 



b. mcriginve n tarisa si pcrrnasalahan yang bcrhubungan dengan bidang tugas 
Sub Bagian Umum dan Kcpcgawaian dalam penyusunan bahan urit.uk 
pemecahan masalah; 

. c. melaksanakan penataan administ.rasi 
mempermudah proses lebih lanjut; 

surat-menyurat untuk 

d. memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal urusan kedinasan; 

e. menyiapkan dan memantau penyediaan tcrnpat dan kelengkapannya untuk 
keperluan pelaksanaan rapat./ pertemuan Dinas; 

f. merigurnpulkan bahan penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan 
perbekalan, peralatan dan perawatan terrnasuk penyiapan, penggunaan 
dan penghapusan barang untuk keperluan rumah tangga Dinas; 

g. rnelakukan bahan 
kepala Dinas; 

penyusunan jadwal acara dan administrasi kegiatan 

h. membina kegiatan keolahragaan, 
ketatalaksanaan lingkungan Dinas; 

ketertiban, kehumasan dan 

I. melakukan penelaahan dan pelayanan kepustakaan Dinas; 

J. mencari, mengumpulkan, menghimpun, menyusun sert.a menyajikan data 
dan informasi yang berhubungan dengan bidang kepegawaian; 

k. menyiapkan bahan dalarn rangka menyelesaikan masalah kepegawaian 
yang meliputi usulan kenaikan pangkat, usulan mutasi jabatan, 
penyclesaian keriai ka n gaji berkala , proses pemberian surat cuti, proses 
usulan pc n.siu n ser ta pemberian san ksi at.as pelanggaran perutu run 
kepegawaian: 

l. mengumpulkan, menyusun dan mengolah data bahan penyusunan 
pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penataan sistern, metode 
dan prosedur kerja serta pendayagunaan aparatur; 

m. rncnginvcn tarise si pcnnasalahan 
dan layanan inforrnasi, baik 
clcktronika:, 

yang berhubungan dengan keh u rna su n 
rnclalui media cetak maupun media 

n. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur JFU dilingkungan Sub 
Bagian Umum dan kepegawaian agar dapal melaksanakan t ugas secara 
berdaya-guna dan berhasil-guna; 

o. membagi ha his tugus Bagian Umum dan Kepegawaian kepada aparatur 
,JI"U sebagai bawaharmya agar sctia p pe rsorri l memahami tuga" chm 
tanggung jawab masing-masing; 

p. mengurnpulkan, mcnghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai 
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 
masukan dalarn penyusunan program lebih lanjut; dan 

q. rnelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 
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Kepala Sub Bagian Perencanaan
 

Pasal9
 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Perencanaan adalah melaksanakan sebagian 
tugas sekretariat dibidang perericanaan, pengendalian dan evaluasi 
pelaksanaan kegiatan serta penyusunan laporan Dinas. 

Pasall0 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, 
rincian tuga s Kepala Sub Bagian Perencanaan adalah sebagai berikut : 

a.	 melakukan sinkroriisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya 
dilingkungan Sekrcturiut dalurn rangka penyusunan program kerja Dinas 
sebagai pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas, scrta rencana 
kerja pada Sekretariat untuk dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan 
tugas; 

b.	 menginventarisasi pemasalahan-pemasalahan yang berhubungan dengan 
bidang tugas Sub bagian perencanaan dan meviyusun bahan untuk 
pernecahan masalahnya; 

c.	 mengumpulkan data untuk bahan penyusunan rencana kegiatan dinas 
baik bulanan, triwulan maupun tahunan; 

d.	 mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 
tenaga kerja dan transmigrasi serta peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan bidang perencanaan program sebagai landasan 
dalam pelaksanaan tugas; 

e.	 menerima dan menyusun pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan dari 
bidang-bidang dilingkungan Dinas; 

f.	 membuat laporan kepada Kepala Dinas rnelalui Sekretaris sebagai 
masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja Dinas; 

g.	 mengumpulkan bahan , pcnyusunan rencana kebutuhan Sarana dan 
Prasarana dan perbekalan dilingkungan Dinas; 

h.	 merigatur dan mengurus peralatan dan perawatan barang-barang 
inven taris dilingkungan Dinas; 

1.	 melakukan pencatatan dan mempcrsiapkan usulan pengha pusan barang­
barang invcruaris dilingkungan Dinas; 

J.	 memimpin, mengaruhkan dun memotivasi aparatur JFU dilingkungan Sub 
Bagian Pe rencariaan agar dapat rnelaksanakan tugas secara berdaya-guna 
dan bcrhasil-guna; 

k.	 membagi habis tugas Sub Bagian Perencariaan kepada aparatur JPU 
sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami Iugas dan 
tanggungjawab masing-rnasing: 

I.	 mengumpulkan, mcnghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai 
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan, sebagai 
masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; 

m.	 rnelakukan kerjasarna dengan unit kerja yang ada, guna meriunjang 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

n.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan 

o.	 melaksariakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan unruk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 



Kepala Sub Bagian Keuangan
 

Pasa111
 

Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Keuangan adalah melaksanakan sebagian 
tugas Sekretariat dibidang administrasi keuangan meliputi penyusunan 
anggaran dinas, pcmbukuan dan pcrtanggungjawaban scrta laporan 
keuangan 

Pasal12 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 1 I, 
rincian t ugas Kopala Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut : 

a.	 melakukan sinkronisasi dan korclasi kerja dengan unit kerja lainnya 
dilingkungan Sckrctaria t dalarn pcnyusunan program kerja Sub Bagian 
Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b.	 menginventarisasi perrnasalahan yang bcrhubungan dengan keuangan 
serta menyiapkan bahan untuk membuat laporan, sebagai bahan masukan 
dalam penyusunan program lebih lanjut; 

c.	 mcrnpclajari pctunjuk teknis Anggaran Peridapatan dan Belanja Daerah , 
scrta menyiapkan bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Dirias; 

d.	 menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan Keuangan Dinas; 

e.	 meriyiapkan bahan dalarn rangka penyusun8n perubahan anggaran Dinas; 

f.	 melakukan adrninistrasi pernbukuan secara sistematis dan kronologis 
sesuai dengan kelentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
untuk memudahkan kontrol terhadap penggunaan keuangan Dinas; 

g.	 mernproses usulan perigankatan dan pemberhentian pimpinan pelaksana 
icknis kegiatan atasan lagsung bendaharawan, pemegang barang lingkup 
Dinas;	 \ 

h.	 melaksanakan pcmbinaan dan bimbingan administrasi keuangan dan 
perbendaharaan; 

i.	 menyelenggarakan pernbukuan, penghitungan dan verifikasi 
pertanggungjawaban keuangan; 

J.	 memberikan bimbingan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan: 

k.	 menyelenggarakan periataan dokumen keuangan dan penyusunan laporan 
realisasi anggaran; 

1.	 memimpin, rnengarahkan dan memotivasi aparatur JFU dilingkungan Sub 
Bagian Keuangan agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna 
dan berhasil-guna; 

m.	 rnembagi habis tugas Sub Bagian Keuangan kepada aparatur ,JFU sebagai 
bawaharinya, agar set.iap personil memahami tugas dan tanggungjawab 
masing-masing; 

n.	 mengevaluasi hasi! pelaksanaan tugas bawahan; dan 

o.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 



Bagian Ketiga
 
Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja
 

Pasal 13
 

Tugas pokok Kepala Pelatihan dan Penernpatan Tenaga Kerja adalah 
melakukan koordiriasi penyusunan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 
program kerja dinas dibidang Pelatihan, lnformasi, Hubungan Industrial, 
Ketenagakerjaan, Keselamatan, Pengembangan dan Pemukirnan. 

Pasal 14 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 
rineian tugas Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja adalah 
sebagai berik ut : 
a.	 melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang dan Sekretariat dalam 

rangka penyusunan program kerja Dinas sebagai pedornan penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas serta rencana kerja pada Bidang 
Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja untuk dijadikan aeuan dalam 
pelaksanaan tuga s; 

b.	 rncrnimpin, rncngaruhkan scrta memantau bawahan dalarn mc-laksanakan 
i ugas dihidang pel.u ihan dan pencmpatan tenaga kerja, agar pclaksanaan 
tugas dapat bcrjalnn scsuai dcngan program clan rcncana kerja yang telah 
disuxun; 

e.	 mcnyiapkan bahan laporan informasi pasar kerja, pe nernpatan tenaga 
asing, bursa ienaga kerja, memberikan saran dan pertimbangan kepada 
pirnpinan dalarn rangka pernbinaan; 

d.	 mengoordinasikan kcgiatan bidang pelatihan dan pe ne mpatan tcnaga kcrja 
untuk mencapai ke selarasa n, kcseirnbangan, dan kesatuan arah; 

e.	 mernantau pelaksanaan kegiatan bidang pelatihan dan penempatan Lenaga 
kerja melalui rapat, laporan berkala, laporan khusus atau institusi tcrtulis 
maupun lisan untuk mengctahui sejauh mana hasil yang telah dicapai; 

f.	 mempelajari peraturan perundang-undangan yang bernubungan dengan 
Bidang Pelatihan dan Penernpatan Tenaga Kerja sebagai landasan dalarn 
pelaksanaan t ugas; 

g.	 mcrnirnpin, mcngarahkan dan mernotivasi aparatur JFU dilingkungan 
Bidang Pelatihan dan Penernpatan Tenaga Kerja agar dapat meiaksanakan 
tugas secara berdayaguna dan berhasil-guna; 

h.	 membagi habis tugas pada Bidang Pelatihan dan Penempatan Tcnaga Kerja 
kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada mernahami iugas dan 
tanggung jawab masing-rna sing: 

I.	 merierima mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai masukan 
untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja selanjutnya; 

J.	 membina dan memberikan motivasi kepada bawahan agar melaksanakan 
tugas seeara berdaya-guna dan berhasil-guna; 

k. mengevaluasi nasil 
kerja lebih lanju t; 

kerja bawahan sebagai bahan 
, 

penyempurnaan hasil 

I. melakukan kerjasarna dengan 
kelanearan pelaksanaan tugas: 

unit kerja yang ada guna menunjang 

m.	 membuat laporan kepada Kepala Dinas sebagai pertanggungjawaban kerja 
dan masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program dan 
rencana kerja Dinas lebih lanjut; dan 

n.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kelanearan pelaksanan tugas. 



Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja 

Pasal 15 

Tugas pokok Kepala Scksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja adalah 
mclaksanakan scbagian tugas Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja 
dibidang Peiatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja. 

Pasal 16 
\ 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, 
rincian tugas Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja adalah 
sebagai berikut : 

a,	 melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya 
dilingkungan Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dalam 
rangka penyusunan program dan rencana kerja Seksi Pelatihan dan 
Produktivitas Tenaga Kerja untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan 
tugas; 

b.	 menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas 
Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja dan menyusun bahan 
untuk pernecahan masalahnya: 

c.	 mcrumuskan, mcrencanakan, mclaksanakan pernbinaan kelcrnbagaan , 
instruktur tenaga pelatih, program dan sistem pelatihan didaerah guna 
meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas dan pernerataan dalam 
pelatihan tenaga kerja dan periingkatan didaerah; 

d.	 membangun data base instruktur dan tenaga pelatih kelembagaan 
pelatihan dan produktivitas, program pelatihan dan produktivitas, serta 
melaksanakan pembinaannya didaerah; 

c.	 mengembangkan program pelatihan untuk penempatan, ekspor jasa tenaga 
kerja, penggantian tenaga kerja asing pendatang, serta untuk 
meningkatkan aroduktivitas tenaga kerja; 

I.	 mcrcncanukun dan mclaksunakan pcrnbinaan standarisas: dan scrufikasi 
rcnaga kcrja ; 

g.	 melakukan koordinasi dan pernbinaan terhadap balai latihan kerja, Kursus 
latihan kerja dan balai pengembangan produktivitas daerah, lembaga 
pcmcrinta h. lcmbaga swa sta, lembaga uji keterampiJan dan lernbagu 
iauihan perusahaan untuk mcningkatkan kualitas pclavanan kcpad.i 
masyaraka t; 

h.	 mernasyarakatkan dan mengernbangkan program pemagangan dilembaga 
pelatihan dan perusahaan, serta mengembangkan keterkaitan , 
kesepadanan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam 
penyelenggaraan pelatihan; 

1.	 melaksanakan evaluasi terhadap hasil pembinaan pelatihan dan 
produktiviias, serta rnerurnuskan langkah-langkah penyernpurnaan: 

J.	 rnelaksanakan perrnasyarakatan produktivitas melalui penyuluhan dan 
pcmbentukan lembaga pelatihan dan produktivitas dilembaga pelatihan 
swasta, pcrusahaan dan rnasyarakat; 

k.	 rnelakukan koordinasi dalarn pembinaan terhadap lernbaga pelatihan 
diwilayan; 



l. memimpin, mengarahkan dan rnernotivas: aparat ur JFU dilingkungan Seksi 
Pelatihan dan Proriuktivitas Tcnaga Kcrja agar dapat mclaksanak..n t ugas 
secara berdaya-guna dan berhasil-guna: 

m. mernbagi habis t ugas Sckai Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja 
kepada aparutur JPU sebagai bawahan nya agar setiap personil memahami 
tugas dan tanggungjawab masing-masing; 

n. mengumpulkan, mcnghimpun dari menyusun bahan untuk membuat 
laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban 
kerja dan sebagai rnasukan dalarn penyusunan program dan rericana kerja 
lebih lanjut; 

D.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyernpurnaan 
hasil kerja lebih lanjut; dan 

p.	 melaksanakan tugus kcdinasan luinnya yang diberikan oleh at.a san un.uk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 

Kepala Seksi Perluasan Kerja 

Pasal 17 

Tugas pokok Kepala Seksi Perluasan Kerja adalah melaksanakan sebagian 
lugas Bidang Pelalihan dan Penempatan Te naga Kerja dibidang perluasan 
kerja. 

Pasal 18 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, 
rincian tugas Kepala Seksi Perluasan Kerja adalah sebagai berikut ; 

a.	 melakukan Sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya 
dilingkungan Bidang Pelatihan dan Penernpatan Tenaga Kerja dalam 
rangka penyusunan program dan rencana kerja Seksi Perluasan Kerja 
untuk dijadikan pedoman dalarn pelaksanaan tugas; 

b.	 menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas 
Seksi Perluasan Kerja dan menyusun bahan untuk pemecahan 
maaalahnya ; 

c.	 rnerencanakan kegiatan bidang Seksi Perluasan Kerja berdasarkan kondisi 
daerah dan pcraturan yang berlaku untuk terlaksananya tugas pokok; 

d.	 Pernberian lzin Tenaga Asing (IKTA), memantau dan rnernonitor 
pe nempatan tenaga asing, serta menyiapkan proses lainnya sesuai dengan 
pcraturan yang berlaku; 

e.	 menyiapkan bahan penyusunan sistem dan bahan pernbinaan perluasan 
lapangan kerja dan kcsepakatan kerja; 

r.	 menyebarluaskan data dan inforrnasi teknologi tepat guna tcnaga kerja 
mandiri dan perluasan kesepakatan kcrja; 

g.	 mengumpulkan data dan informasi potensi sumber daya manusia dalam 
rarigka menerapkan clan perluasan kerja; 

h.	 rncluporkan sccara pcriodik scgotla kegiatnn yang surlah dilaksanakan 
sc bagu i ])uh<.L11 perlallggungjawuban; 

].	 mclaksanakan t.ugustugas lain scsuai dcngan pcLunjuk yang bcrhubungan 
dengan pelaksanaan latihan dan instruktur: 

J.	 rnernimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur JPU dilingkungan Seksi 
Perluasan Kcrja agar dapat melaksanakan rugas secara berdaya-guna dan 
berhasil-guna; 



k.	 membagi habis tugas Seksi Perluasan Kerja kepada aparatur JFU sebagai 
bawahannya agar setiap personiJ memahami tugas dan tanggung jawab 
masing-masing: 

l.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan urnuk mernbuai 
laporan pclaksanaan iugas kepada atasan sebagai penanggungjawaban 
kerja dan sebagai masukan daiam penyusunan program dan rencana kerja 
lebin lanjut; 

m.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan 
hasil kerja lebih lanjut: dan 

n.	 melaksanakan tugas ked inasan lainnva yang diberikan oleh atasan untuk 
kelancaran pelaksariaan [LIgas, 

Kepala Seksi Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja 

Pasal 19 

Tugas pokok Kepala Seksi lnformasi dan Penempatan Tenaga Kerja adalah 
melaksanakansebagian tugas Bidang Pclatihan dan Pcn-rnpatan Tenaga Kerja 
dalarn dibidarig lnforrnasi dan Perir-mpa tan Tenaga Kerja. 

Pasal 20 

Un tuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, 
rincian tugas Kepala Seksi Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja adalah 
sebagai berikut : 

a.	 melakuka n sinkronisasi dan korclasi kerja dengan unu kerja lainnya 
dilingkungan Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dalam 
rangka penyusunan program dan rencana kerja Seksi Informasi dan 
Pcnernpatan Tenaga Kerja untuk dijadikan pedoman dalam pclaksanaan 
tugas: 

b.	 menginventarisasi pcrrnusaiahan yang berhubungan dengan bidang tugas 
Seksi lnforrnasi dan Pcnernpatan Tenaga Kcrja dan menyusun bahan untuk 
pemecahan masalahnya: 

c.	 merencanakan program kegiatan program kerja Seksi Inforrnasi dan 
Pehempatan Tenaga Kerja; 

\ 

d.	 mencatat dan melaporkan pelayanan bagi pencari kerja sesuai ketentuan 
yang berlaku; 

e.	 memproses penempatan Antar Kerja Lokal (AKAL). penempatan Antar Kerja 
Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN) sesuai mekanisme 
antar kerja; 

f.	 membimbing para pelaksana pengarah jasa tenaga kerja Indonesia keluar 
negeri dengan memberi bimbingan, aturan prosedur yang berlaku; 

g.	 memantau dan mernon itor penernpatar: te naga kerja lndonesia oJeh 
Pengerah .Jasa Tennga Kerja Indonesia (P.JTKI), ke Luar Negeri, serta 
rnenyiapkan proses izinnya sesuai dengan peru tur-an yang berlaku; 

h.	 rnelaksanakan monitoring dan penilaian pelaksanaan rencana dan kegiatan 
penempatan tenaga kerja pemuda dan wanita, tenaga kerja penyandang 
cacat dan usia lanjut dan pembatasan penggunaan tenaga kerja asing; 

I.	 melaksanakan pernantauan ke perusahaan-perusahaan dan instansi 
pernerintah dalam rangka mcncari informasi pasar kerja dan lowongan 
kerja untuk pemenuhannya; 

J.	 merneriksa, menganalisa, dan mengoreksi laporan informasi pasar kcrju 
yang berupa laporan mingguan, bulanan, triwulan dan tahunan: 



k.	 menyiapkan penyebarluasan informasi pasar kerja melalui media massa 
yang berupa bursa kerja agar dapat cepat dikelahui oleh rnasyarakat: 

1.	 mernimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur JFU dilingkungan Seksi 
lnformasi dan Penempatan Tenaga Kerja agar dapat melaksanakan tugas 
secara berdaya-guna dan berhasil-guna: 

m. membagi habis tugas Seksi Inforrnasi dan Penempatan Tenaga Kerja 
kepada aparatur JFU sebagai bawahannya agar setiap personil mernahami 
tugas dan tanggung-jawab masing-masing: 

n. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat 
laporan pelaksanaan tugas kepada atasan scbagai pertanggungjawaban 
kerja dan sebagai masukan dalam penyusunan program dan rencana kerja 
lebih lanjut; 

o. rncngevaluasi hasil pelaksanaan 
hasil kcrja lcbih lanjut; dan 

tugas bawahan untuk pc nvcrnuurriuan 

p. melaksanakan tUg8S kcdinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kclancaran pelakaanaan tugas. 

Bagian Keempat 
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja 

Pasal 21 

Tugas pokok Kcpala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kcrja adalah 
melnkukan koordinasi penyusunan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan 
program kerja dinas dibidang pelatihan, informasi, hubungan industrial dan 
syarat kerja. 

PasaI 22 

Unt.uk menyelenggarHkll1 t ugn s po kok scbagaillldild dimaksud rtalu rn Pasetl 2 J, 
rincian t uga s Kepala l3iclang llubu nga n Industrial dan Syarat Kerja adalah 
scbagai bcrik u t : 

a.	 melaksanakan koordinasi dengan scluruh Bidang dan Sekretariat dalam 
rangka penyusunan program kerja Dinas sebagai pedoman penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas, serta rencana kerja pada Bidang 
Hubungan Industrial dan Syarat Kerja urituk dijadikan acuan dalam 

I
pelaksanaan tugas; 

b.	 mernimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan 
tugas dibidang hubungan industrial dan syarat kerja, agar pelaksanaan 
tugas dapat berjalan sesuai dengan program dan rencana kerja yang telah 
disusun; 

c.	 rnernpelajari pcratur.in pcrundang-undangan yang berhubungan clcngan 
Diria s scrta pcra turnn pcrundang-unc.langan y'ilng berhubungan clcng,ll1 
Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kcrja , seuagai landm,an dalam 
pelaksanaan tugas; 

d.	 mernimpin, me ngarahkan dan memotivasi aparatur JFU dilingkungan 
Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja agar dapat me\aksanakan 
tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna; 

e.	 membagi habis tugas Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja kepada 
aparatur JFU sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas 
dan tanggung jawab masing-rnasing; 

f.	 menerima, mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai masukan 
untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja selanjutnya; 



g.	 membina dan memberikan motivasi kepada bawahan agar rnelaksanakan 
tugas secara berdaya-guna dan bernasit-guna: 

h.	 mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan penyempurnaan hasil 
kerja lebih lanju t; 

1.	 melakukan kerjasama dcngan unit kcrja yang ada guna menunjang 
kelancaran pclaksunaan tugas: 

J.	 membuat laporan kepada Kepala Dinas sebagai pertanggungjawaban kerja 
dan masukan untuk dijadikan bahan dalam rnenyusun program dan 
rencana kerja Dinas; dan 

k.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diber[kan oleh atasan untuk 
kelancaran pe laksa naa n tugas, 

Kepala Seksi Syarat-Syarat Kerja dan Jamsostek 

Pasal 23 

Tugas pokok Kepala Seksi Syarat-Syarat Kerja dan Jamsostek adalah 
melaksanakan sebagian tugas Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja 
dalam bidang syarat-syarat kerja dan jarnsostek. 

Pasal 24 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, 
rincian tugas Kepala Seksi Syarat-Syarat Kerja dan Jamsostek adalah sebagai 
berikut : 

a.	 melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja Jainnya 
dilingkungan Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja dalam rangka 
penyusunan program dan rencana kerja Seksi Syarat-Syarat Kerja dan 
.Jamsostck untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b.	 menginvcruarisasi pcrmasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas 
Seksi Syara t-Sya rat Kerja dan .Jamsostek dan menyusun bahan urituk 
pemecaria n masalahnya; 

c.	 membagi iugas Seksi Syarat-Syurai Kerja dan .Jarnsostck kcpucla bawahun 
sesuai dcngan tugas dan kernampuan serta permasaJahan yang dihadapi; 

d.	 mernberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan lugas Scksi 
Syarat-Syaral Kerja dan .Iamsostek; 

e.	 rncrigor rt.ro] dan mcrii lai hasil pclaksanaan i ugus yang dilaksanakan olch 
bawahan; 

f.	 memanlau pelaksanaan kegiat.an melaIui laporari dan rapat koordinasi 
u nt.u k rne ngctah ui permasalahur: atau harnba tan yang dihadapi serta 
pernecahan j a la n keluarnya sebagai bahan pimpinan dalarn mengambit 
peraturan: 

g.	 memberikan kegiatan perigurusan, pcrigurnpula n, pe nelit ian, pendataan 
dan cvaluasi KFM, sernbilan bahan pokok dan KHM untuk rncndapatkan 
data yang lengkap se bagai pcdoman dalam merietapkan kebijakan dibidang 
pcngupahan; 

h.	 melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerapan j a m i ria n 
sosial tcriaga kerja (jurnso stek}; 

memimpin, mengarahkan dan memotivasi apuratur ,JFU dilingkungan Seksi 
Syarat-Syarat Kerja dan Jamsostek agar dapat melaksanakan tugas secara 
berdaya-guna dan berbaeil-gurie; 

L 



J.	 membagi na bis tugas Seksi Syaral-Syarat Kerja dan Jamsostek kepada 
aparatur JFU sebagai bawahannya agar setiap personil rnernahami tugas 
dan tanggung jawab rnasing-masing; 

k.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk mernbuat 
laporan pclaksariaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban 
kerja dan sebagai rnasukan dalam penyusunan program dan rencana kerja 
lebih lanjut; 

1.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyernpur naan 
hasil kerja lcbih lanjut; dan 

m.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibcrikan oleh atasan untuk 
kelancaran pclaksariaan lugas. 

Kepala Seksi Hubungan Industrial
 

Pasal 25
 

Tugas pokok Kepala Seksi Hubungan Industrial adalah melaksanakan 
sebagian tugas Bidarig Hubungan Industria! dan SyaraL Kerja dalam dibidang 
hubungan industrial dan syarai kerja. 

Pasal 26 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, 
rincian tugas Kepala Seksi Hubungan Industrial adalah sebagai berikut : 

a.	 melakukan sinkroriisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya 
dilingkungan Bidang Hubungan Industrial dan Syaxat Kerja dalam rangka 
penyusunan program dan rencana kerja Seksi Hubungan Industrial untuk 
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas: 

b.	 menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas 
Seksi Hubungan Industrial dan menyusun bahan untuk pemeeahan 
masalahnya; 

c.	 membuat program kerja untuk pembinaan hubungan industrial; 

d.	 melaksanakan kegiatan pembinaan organisasi ketenagakerjaan, SPSI dan 
organisasi lainnya yang berkaitan dengan naskah ketenagakerjaan seperti 
APINDO, KADIN, HKT1, HNSI dan penyusunan jadwal sidang, tripartit; 

e.	 mengontrol dan menilai hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh 
petugas sesuai dengan rencana; 

f.	 memantau pelaksanaan kegiatan alas hasil pekerjaan melalui pertemuan 
dan rapat koordinasi untuk mengetahui permasalahan atau hambatan 
yang dihadapi serta pcrnecahan jalan kcluarriya: 

g,	 rncngoreksi hasil pelaksanaan pembinaan organisasi tenaga kerja; 

h.	 mern berikari saran dan pertimbangan kepada pimpinan dalam ra rigko 
kelancaran tugas: 

I.	 mcmimpin, mcngarahkan dan mernotivasi aparatur JFU dilingkungan Seksi 
Hubungan Industrial agar dapat melaksanakan tugas seeara berdayu-guna 
dan berhasil-guna; 

J.	 membagi hauis tugas Seksi Hubungan Industrial kepada aparatur JFU 
sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan tanggung 
jawab rnasing-rnasing: 

k.	 mengumpulkun, menghimpun dan rnenyusun uahan u nruk mcmbual 
laporan pelaksanaan tugas kcpada atasan sebagai pertanggungjawaban 
keriH dHn "ehelga; mo s ukan dalam penyusunan program dan rencana kerja 
\ebih lanjut: 



1.	 mengevaluasi hasil pciaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan 
hasii kerja lebih la njut ; dan 

m.	 rnelaksariakan tugas kedinasan lainnya yangdiberikan oleh atasan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 

Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial 

Pasal 27 

Tugas pokok Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 
adalah mclaksanakan sebagian tugas Bidang Hubungan Industrial dan Syarat 
Kerja dibidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 

Pasal 28 

Unluk menye lenggarakan tugas pokok sebagairnana dimaksud dalam Pasa! 27. 
rineian lugas Kcpala Scksi Pcnyclesalan Persciisihan Hubungan Industrial 
ad alah sebagai bcrikut : 

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya 
dijingkungan Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja dalam ra ngk a 
pcnyusunan program dan rc ncanu kcrja Seksi Penyelesaian Pcrselisiha n 
Hubungan Industrial untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. menginventarisasi perrnasalahan yang berhubungan derigan bidang tugas 
Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan menyusun bahan 
untuk pemecahan rnasalahnya; 

c. menyelesaikan perselisihan sesuai dengan pcraturan perundang-undangan 
yang t;>erlaku; 

d. mengecck kcbenaran pcngaduan kasus kctcnagakerjaan baik yang bcrsifa: 
informasi lisan dan tulisan maupun perigaduan langsung; 

e. monyelesaikan masalah persclisihan dengan memberi saran atau anjuran 
kepada pihak yang berselisih kearah terwujudnya persetujuan bersama; 

f. mernantau, mengecck dan memeriksa putusan P4D dan P4P sebagai baha n 
laporan kegiatan; 

g. mernbuat laporan penyelesaian masalah perselisihan sebagai 
masukan bagi atasan untuk menyusun konsep kebijaksanaan baru; 

bahan 

h. mernimpin, rnengarahkan dan memotivasi aparatur JFU dilingkungan Seksi 
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial agar dapat melaksanakan 
tugas secara berdaya-guna dan berhastl-guna; 

1.	 membagi habis tugas Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan lndustrial 
kepada aparatur JFU scbagai bawahan nya agar setiap personil memahami 
tugas dan tanggung jawab masrng-rnastng, 

J.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat 
laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban 
kerja dan sebagai rnasukan dalam penyusunan program dan rencana kerja 
!ebih lanjut; 

k.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan 
hasil kerja lebih lanjut; dan 

1.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas, 



Bagian Kelima 
Kepala Bidang Pengawasan Ketenaga~erjaan 

Pasal 29 

Tugas pokok Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan adalah melakukan 
koordinasi penyusunan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, program kerja 
dinas dibidang pengawasan ketenagakerjaan, 

Pasal 30 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, 
rincian tugas Kepala Bidang Pengawasan Keteriagakerjaan adalah sebagai 
berikut : 

a. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang dan Sekretariat dalam 
rangka penyusunan program kerja Dinas sebagai pedoman penyusunan 
Anggaran Peridapatan dan Belanja Dinas, serta rencana kerja pada Bidang 
Pengawasan Ketenagakerjaan untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan 
tugas; 

b. memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan 
tugas dibidang pengawasan ketenagakerjaan, agar pelaksanaan tugas 
dapat berjalan sesuai dengan program dan reneana kerja yang tela h 
disusun: 

e. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 
ketenagakerjaan dan transrnigrasi serta peraturan perundang-undangan 
yang berhubungan dengan Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, sebagai 
landasan dalam pelaksanaan lugas; 

d. rncrnirnpin, mengarahkan dan mcrnotivasi 
Bidang Pcngawasan Ketcnugukerjaan agar 
secura bcrdava-gunu clan bcrhasil-guna: 

aparatur JFU dilingkungan 
c1apat melaksanakan tugas 

e. membagi habis i ugas Bidang Pengawasan Kete nagakerjaan kepada 
uparat ur ,JFU se bagai bawaharmya agar setiap pcrsoriil memahami t uga s 
dan tanggur.g jawab masing-masing; 

r. rncncrirna mernpclajari laporan dan saran dar i bawahan sebagai masukan 
untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja selanjutnya; 

g. membina dan memberikan motivasi kepada bawahan agar melaksanakan 
lugas seeara berdaya-guna dan berhasil-guna; 

h. mengevaluasi hasil 
kerja lebih lanjut; 

kerja bawahan sebagai bahan penyempurnaan hasil 

J, melakukan kerjasama dengan 
kelancaran pclaksanaan tugas ; 

unit kerja yang ada guna mcnunjang 

J. membua; lapo ra n ke padu Kepa la Dinas sebagai pertanggungjawahan kerja 
dan rnasukan u n tuk dijadikan ba hari da larn menyusun program dan 
rencana kerja Dinas lcbih ianjut; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas, 

Kepala Seksi Norma Ketenagakerjaan 
Pasal 31 

Tugas pokok Kepala Seksi Norma Ketenagakerjaan adalah melaksanakan 
sebagian tUgas Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dalam bidang norma 
ketenagakerjaan. 



Pasal 32 

Untuk rnenyelenggarakan tugas pokok scbagaimana dimaksud dalam Pasal 31, 
rincian tugas Kepala Seksi Norma Ketenagakerjaan adalah sebagai berikui : 

a.	 melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya 
dibidang pengawasan ketenagakerjaan dalam rangka penyusunan program 
dan reneana kerja Seksi Norma Ketenagakerjaan untuk dijadikan pedoman 
dalam pelaksanaan tugas; 

b.	 menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas 
Seksi Norma Keteriagakerjaan dan menyusun bahan untuk pemecahan 
masalahnya: 

c.	 menyusun bahan pembinaan norma perlindurigan tenaga kerja; 

d.	 melaksanakan pengawasan norma ketenagakerjaan, dan pelaksanaan 
kegiatan inventarisasi data ketenagakerjaan, kegiatan inspeksi atau 
pengawasan, kunjungan dan pernbuatan berita acaraj proses verbal; 

e.	 mernberikan penyuluhan len lang perundang-undangan ketenagakerjaan 
kepada peru sahaan dan Iernbaga agar melaksanakan norma 
ketenagakerjaan dengan baik; 

f.	 menerirna dan melayani pengaduan baik lisan maupun tertulis melalui PO. 
BOX, Massa Media, Karyawan dan Pengusaha serta mengklasifikasikan 
sesuai dengan jenisnya; 

g.	 mernantau perrnasalahan yang terjadi dan mungkin akan terjadi 
kerawanan dalam masalah kelenagakerjaan; 

h.	 memantau pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan izin 
kerja malarn wanita pada perusahaan yang mempekerjakan pada malam 
hari; 

I.	 memeriksa laporan perusahaan dan korisep usulan perizinan dibidang 
norma kete nagakerjaan; 

J.	 melaksana kan koordiria ai dcrigari lris ta n s i z' Lembaga lain yang ada 
kaitarmya a n ta r-a lain Polri, Kejaksaan, Pemerintah Daerah, Imigrasi dan 
lain sebagainya; 

k.	 memberikan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan norma 
ketenagakerjaan inspeksi kontrol dan berita acara serta membuat usulan 
revisi perbaikan kepada atasan; 

I.	 rnernimpin , mengarahkan dan mernot.iva si aparatur JPU dilingkungan Seksi 
Norma Ketenagakerjaan agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya­
guna dan berhasil-guna; 

m.	 mernbagi habis tugas Seksi Norma Ketenagakerjaan kepada aparatur JFU 
sebagai bawahannya agar setiap persoriil memahami tugas dan tanggung 
jawa b rnas ing-rnn ai nu; 

n.	 mengumpulkun, rncnghirnp un clan mcnyusun bahan un i uk mr-mburu 
Iaporun pe laksariaa: I i ugas kcpada atasan sebagai pertangguugjuwaban 
kerja dan sebagai masukan dalam penyusunan program dan rencana kerja 
lebih ianjut; 

o.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyernpurnaan 
hasil kerja lebih lanjut; dan 

p.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kelanearan pelaksanaan tugas. 



Kepala Seksi Norma Keselamatari 
dan Kesehatan Kerja (K3) 

Pasal 33 

Tugas pokok Kepala Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 
adalah rncla k sa nu.ka n scbagiun lugas Bidang Pcngawasan Ke\enugakerjaan 
dibidang Norma Keselarnat an dan Kesehatan Kerja (K3j dan rencana kerja 
Dinas, 

Pasal 34 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, 
rincian tugas Kepala Seksi Norma Keselamatan dan Kese hatan Kerja (K3) 
adalah sebagai berikut : 

a.	 melakukan einkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya 
dilingkungan Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dalarn rangka 
penyusunan program dan rencana kerja Seksi Norma Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (K3) untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugae; 

b.	 menginventarisasi pcrrnasalahan yang berhubungan dengan bidang Lugas 
Seksi Norma Keselarnatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan menyusun bahan 
untuk pemecahan masalahnya: 

c.	 melaksanakan rencaria kegiatan bidang pengawasan keselamatan dan 
kcsehatan kerja (K3); 

d.	 mengarahkan dan memberikan petunjuk teknis kepada bawahan tentang 
pelaksanaan tugas agar sesuai fungsi dan tugas pokok mereka; 

e.	 mengecek laporan hasil pengawasan keselamatan dqn kesehatan kerja (K3) 
setelah diperiksa oleh pegawai pengawas; 

f.	 merneriksa korisep perizinan atau usulan perizinan alat-alat keselamatan 
dan kesehatan kerja (K3) yang berkaitan dengan tugas keselamatan dan 
kesehatan kerja (K3); 

g.	 mengadakan pemeriksaan ulang perusahaan sesuai dengan rencana kerja 
agar mendapatkan gambaran keadaan keselamatan dan kesehatan kerja 
(K3) di perusahaan: 

h.	 melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan pada lingkup seksinya 
serta memberikan saran, pertirnbangan kepada atasan; 

1.	 mernimpin, mengarahkan dan rnemotivasi aparatur JFU dilingkungan Seksi 
Norma Keselarnatan dan Kesehatan Kerja (K3) agar dapat melaksanakan 
tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna; 

J.	 membagi habis tugas Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 
kepada aparatur ,JFU sebagai bawahannya agar setiap personil memaharni 
tugas dan langgungjawab masing-masing; 

k.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat 
Iaporan pclaksanaan tugas kcpada atasan sebagai pertanggungjawaban 
kerja dan sebagai masukan dalam penyusunan program dan rencana kerja 
lebih lanjut; 

\.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan un tuk penyempurnaan 
hasil kerja lebih lanjut; dan 

m.	 melaksanakan tugas kedinnsan lainnya yang diberikan oleh arasan un t.uk 
kcluncaran pclaksan.ian LUg:·IS. 



Kepala Seksi Tata Laksana dan Pengembangan
 
Pengawasan Ketenagakerjaan
 

Pasal 35
 

T'ugas Pokok Kepala Seksi Tala Laksana dan Pengembangan Pengawasan 
Kelenagakerjaan adalah melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengawasan 
dibidang tata laksana dan pengembangan pengawasan keteriagakerjaan. 

Pasa! 36 

Untuk rnenyelcnggarakan tugas pokok sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3.5, 
rincian tugas Kepala Seksi Tala Laksana dan Pengembangan Pengawasan 
Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut : 

a.	 melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya 
dilingkungan Bidang Pcngawasan Ketenagakerjaan dalam rangka 
penyusunan program dan rencana kerja Seksi Tata La ksunu dan 
P0ngembanK<iIl PellguwaS<l1l !\ClCnug,lkerJaCiIl unt uk dijadi ku n pecloman 
dalam pclaksunaan lugas; 

b.	 rncnginvcntarisasi pcrmasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas 
Seksi Taw Laksaria dan Pengembangan Pengawasan Ketenagakerjaan dan 
menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya; 

c. rnenyiapkan ketalalaksan<wn dibidang kctenugakcrjaun ; 

d. rneiakukan pengawasan pelaksanaan norma-norma ketenagakerjaan, 
keselamatan dan kesehatan kerja; 

e.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur JFU dilingkungan Seksi 
Tara Laksana dan Pengembangan Pengawasan Ketenagakerjaan agar dapat 
melaksanakan tugas sccara berdaya-guna dan berhasil-guna: 

r.	 membagi habis tugas Seksi Tata Laksana dan Pengembangan Pengawasan 
Ketcnagakerjaan ke pada aparatur JI"U sebagai bawahannya agar setiap 
perscnil memahami tugas dan ianggung jawab masing-masing; 

g.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk mernbuat 
laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban 
kerja dan sebagai ruasukan dalam penyusunan program dan rencana kerja 
lebih lanjut; 

h.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyernpurnaan 
hasil kerja lebih lanjut; dan 

i,	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan urituk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 

Bagian Keenam 

Kepa!a Bidang Transmigrasi 

Pasa! 37 

Tugas Pokok Kepala Bidang Transmigrasi adalah melakukan koordinasi 
penyusunan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja Dinas 
dibidang transrnigrasi. 



Pasal 38 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagairnana dimaksud dalam Pasal 37, 
rincian tugas Kepala Bidang Transmigrasi adalah sebagai berikut : 

a.	 melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang , dan Sekretariat dalam 
rangka penyusunan program kerja Dinas sebagai pedoman penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas, serta rencana kerja pada Bidang 
Transrnigrasi untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas; 

b.	 mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 
ketenagakerjaan dan transmigrasi serta peraturan perundang-undangan 
yang berhubungan dengan Bidang Transmigrasi, sebagai landasan dalam 
pelaksanaan tugas; 

c.	 rnemimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur JFU dilingkungan 
Bidang Transrnigrasi agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna 
dan berhasil-guna; 

d.	 membagi habis tugas Bidang Transmigrasi kepada aparatur JFU sebagai 
bawahannya agar sctiap personil memahami tugas dan tanggung jawab 
masing-masing; 

c.	 mcnerirna, mempelajari laporan dan saran dari bawaha n sebagai masukan 
untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja selanjutnya; 

f.	 membina dan memberikan motivasi kepada bawahan agar melaksanakan 
tugas secara berdaya-guna dan bcrhasil-guria; 

g.	 mengcvaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan penyempurnaan hasil 
kerja lebih lanjut; 

h.	 melakukan kerjasama dengan unit kerja yang ada guna men unjurig 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

l.	 rnernbuat laporan kepada Kepala Dinas sebagai pertanggungjawaban kerja 
dan rnasukan untuk dijadikan bahan dala m menyusun program dan 
rcncu na kcrja Dinas Icbih lanjut ; dan 

J.	 rnelaksana kan lugas kcdi nusan lainnya yang d ihcrikan oleh atasan untuk 
kclancaran pclaksanuan l.L1gas. 

Kepala Seksi Pengerahan dan Pendaftaran Seleksi 

Pasal 39 

Tugas pokok Kepala Seksi Pengerahan dan Pendaftaran Seleksi adalah 
melaksanakan sebagian tugas dibidang transmigrasi. 

Pasal 40 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, 
rincian . tugas Kepala Seksi Pengerahan dan Pendaftaran Seleksi adalah 
sebagai benkut ; 

<1.	 mclakukan sinkroriisasi dan korelasi kcrja de ngan unit kcrja lainnva 
dilingkungan Bidang Transmigrasi dalarn rangka penyusunan program dan 
rcncaria kerja Seksi Pengerahan dan Pendaftaran Seleksi untuk dijadikan 
pedornan dalam pelaksanaan tugas: 

b.	 menginventarisasi pcrrnasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas 
Seksi Pengerahan dan Peridaft.aran Seleksi dan menyusun bahan untuk 
pemecahan masalahnya; 

\ 



c.	 persiapan, penyediaan bahan publikasi dan penyuruhan; 

d.	 pengurusan pendoJtaran dan sele ksi; 

e.	 pemantapan dan birnbingan mental; 

f.	 mcrnirnpin, mengarahkan dan rnerno tivasi a paratur JFU dilingkungan Scksi 
Pengerahan dan Pendaftarun Seleksi agar dapat rneiaksanakan tugas 
secara berdaya-guna dan berhasil-guna; 

g.	 mernbagi habis tugas Seksi Pengerahan dan Pendaftaran Seleksi ke pada 
aparatur JFU sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas 
dan tanggung jawab masing-masing; 

h.	 mengumpulkan, menghimpun dan rnenyusun bahan untuk mernbuut 
laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban 
kerja dan sebagai masukan dalam penyusunan program dan rencana kerja 
lebih lanjut; 

l.	 merigevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan 
hasil kerja lebih lanjut; dan 

J.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kelancaran pelaksanan tugas. 

Kepala Seksi Pemindahan dan Penempatan 

Pasal 41 

Tugas pokok Kepala Seksi Pemindahan dan Penempatan adalah melaksanakan 
sebagian tugas dibidang transmigrasi. 

Pasal 42 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal41, 
rincian tugas Kepala Seksi -Pernindahan dan Penernpatan adalah sebagai 
berikut: 

pemecahan masalahnya; 

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya 
dilmgkungan Bidang Transmigrasi dalam rangka penyusunan program dan 
rencana kerja Seksi Pernindahan dan Penempatan un t.uk dijadikan 
pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. meriginven tarisas! permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas 
Scksi 

I 
Pemindahan dan Penempatan dan menyusun bahun un t uk 

c.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur JFU dilingkungan Scks i 
Pcmindahan dan Pcnempatan agar da pat melaksanakan tugas secam 
berdaya-guria dan berhasil-guna; 

d.	 membagi habis tugas Seksi Pemindahan dan Penempatan kepada aparatur 
JFU sebagai bawaha nnya agar setiap personil memahami tugas dan 
langgung jawab rnas.ng-masing: 

e.	 mengumpulkan, menghimpun dan rnenyusun bahan untuk membuat 
laporan peiaksanaan tugas kepada aiasan sebagai pertanggungjawaban 
kerja dan sebagai masukan dalam penyusunan program dan rencana kerja 
lebih lanjut; 

f.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan 
hasil kerja lebih la njut ; dan 



g.	 melaksanakan tugas kedinusan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kelancaran pelaksunaan tugas. 

Kepala Seksi Pemukiman dan Pembinaan 
Pasal 43 

Tugas pokok Kcpala Seksi Pernukiman dan Pernbiriaan adalah melaksanakan 
scbagian t ugas dibidang transmigrasi. 

Pasal 44 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, 
rincian tugas Kepala Seksi Pemukiman dan Pembinaan adalah sebagai 
berikut : 

a.	 melakukan sinkronisasi dan korclasi kerja dengan unit kerja luinnya 
dilingkungan Bidang Transmigrasi dalam rangka penyusu nan program dan 
rencana kerja Seksi Pemukiman dan Pembinaan untuk dijadikan pedoman 
dalam pelaksanaan tugas; 

b.	 menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas 
Seksi Pemukiman dan Pembinaan dan menyusun bahan untuk pemecahan 
masalahnya; 

c.	 periyediaan areal, pcnyusunan Rencana Tat.a Ruang Wilayah (RTRW); 

d.	 penyiapan lahan bangunan dan prasarana pemukiman; 

c.	 penyelesaian legalitas tanah dan sertifikasi; 

f.	 pemberian pelayanan dan bimbingan peningkatan produksi; 

g. pembinaan sosial budaya masyarakat transmigrasi dan kesehatan 
lingkungan; 

, 
h.	 mernirnpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur JFU dilingkungan Seksi 

Pemukiman dan Pernbinaan agar dapat melaksanakan tugas secara 
berdaya-guna dan berhasil-guna; 

1.	 membagi habis tugas Seksi Pcmukiman dan Pembinaan kepada aparatur 
JF'U sebagai bawahannya agar setiap persoriil memahami tugas dan 
tanggung jawab masing-masing; '. 

J.	 mengurnpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat 
laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban 
kerja dan sebagai masukan dalarn penyusunan program dan rencana kerja 
lebih lanjut; 

k.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyernpurnaan 
hasil kerja lebih lanjut; dan 

1.	 melaksanakan tugas kedinasan Jainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 

BABIV 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal45 

Ketentuan Lain mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas, akan diatur dalam 
Peraturan Bupati tersendiri. 



Pasal46 

Bagan Struktur Organisasi tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

Pasal47 

Hal-hal yang belum diatur dalarn Peraturan trn, sepanjang mengenai 
pelaksanaan tugas akan diatur oleh Kepala Dinas sesuai dengan kebutuhan 
dengan mengucu kcpada pe ra t ura n perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 48 

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung 
Selatan Nomor 30 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Jabatan Dinas Sosial, 
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 49 

Perut.uran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar sctia p orang mengctahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan. 

Ditetapkan di Kalianda 
pada tanggal OJ pf)(j 2015 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

RYCKO ~NOZA SZP 

Diundangkan di Kalianda 
• 

pada tanggal OJ P~iI/t1Z-1 

SEKRETARIS DAERAH KABU TEN LAMPUNG SELATAN, 

BERITA DAERA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 
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